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Nomor : 0208/PM.00.02/K/HP2H/5/2024 Tanjung, 27 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

1. Dr. H. Lalu Muchsin Effendi
2. Kusmalahadi Syamsuri, S.T

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
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7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan

Umum, Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan;

B. Imbauan
Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun

2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan

fungsi terhadap pengawasan Netralitas, menghimbau sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan upaya/tindakan Saudara melakukan pendekatan kepada

partai politik dan masyarakat terkait pencalonan diri sebagai Bakal Calon

Kepala Daerah Tahun 2024, diimbau kepada Saudara agar tetap menaati

ketentuan peraturan terkait netralitas ASN dengan mengajukan cuti di luar

tanggungan negara (CLTN) sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka

3 (tiga) Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan agar menghindari penyalahgunaan fasilitas yang terkait

dengan jabatan untuk kegiatan dalam rangka pencalonan sebagai kepala

daerah.

2. Apabila Saudara akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, maka wajib

menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari Pegawai Negeri Sipil sejak

ditetapkan sebagai calon sebagaimana amanat dalam Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran netralitas, kode etik dan kode

perilaku ASN, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

Pegawai Negeri Sipil dan/atau ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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4. Tetap menjaga netralitas, menjaga kode etik dan kode perilaku serta menjaga

agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

“Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”.

5. Profesionalisme dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas dan

tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu

bakal calon.

6. Tidak melakukan pendekatan atau keberpihakan terhadap partai politik terkait

rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan

terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pertinggal;
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